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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 16 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IJIN USAHA JASA KONSTRUKS]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO.

AMemimbang : a  bahwa salah satu bentuk upaya pembinaan, pengawasan. pengendalian

dan penertiban terhadap usaha Jasa konstruksi, telah ditetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor ... lahun 2002
tentang lzin Usaha Jasa Konstruksi:

bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan.
pengendalian dan penertiban terhadap usaha jasa konstruks: vang
didasarkan  pada  tujuan  untuk menutup  sebagian  biaya.
penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi dikenakar Retribusi:

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimaksud huruf a dan

b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang

Retribust [zin Usaha Jasa Konstruksr.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimews Jogjakarta vany
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia
untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Proeo dan
Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu

Kabupaten dengan nama Kulon Progo (LLembaran Negara Tahun 195
Nomor 101):
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. T
Negara Nomor 3209);

‘ambahan Lembaran

-

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dap

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 ik

, Llambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubal

1 dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 (

Lembaran Neoara Tahun 2000, Nomor
246, Tambahan [Lembaran Negara Momor 4048)

4. l_h]dang—undang Nomor 18 Tahun 1999 entang  Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Tahun 199 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3833)

>. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daergh

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan L.embaran

Negara Nomor 3839):
6. Peraturan Pemerintal Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mula

Berlakunya Undang-—undang 1950 Nomor 12. 13, 14 dan 15 dari HaJ

Pembentukan Daeral; Daerah Kabupaten d; Diawa Timur/T engah/Barai

dan Daerah Istimewa logjakarta:
/. Peraturan Pemerintah Nomor 27 lahun 1983 lentang  Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun [983 Nomor 36, 7

‘ambahan Lembaran
Negara Nomor 2258

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenan gan
Pemerintah dan Kewenangan

Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952

?.  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah:
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118,

Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138);

10.  Keputusan Presiden Nomor Nomor 44 Tahun 1999 tentane Teknil

crundang-undangan dan Bentuk R
Undang-undangj Rancangan

Penyusunan Peraturan P ancangan

Peraturan Pemerintah dan Keputusan

Presiden;
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16.

18.

19,

J

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3931

Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor S-42/A/2000° dan S-22§?/D.2;f05,fZOOO
tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bersama Menter;
Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
NEP-54/A/2002 dan Nomor KEP.247/M PPN/04/2002:

Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Neger1 Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Penerimaan Pendapatan [Lain-lain:

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21
Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Prodyk-
produk Hukum Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22
Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23
lahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
569/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa
Konstruksi Nasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor |
Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo
(Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri D):
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Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2002

tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 =~ 2005

(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor ] Seri E)

o

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2002

et

tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 — 2005 (
Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E)

Lembaran

Peraturan Dacrah Kabupaten Kulon Progo Nomor.3 Tahun 2002

tentang Rencana Stratejik Daerah Tahun 2001 - 2005 (Lembaran
Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Serl By
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor ... Tahun 2002

tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun

Nomor ... Seri ).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSL

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah inj vang dimaksud dengan

[
2,

o
2 13

4. Jasa Konstruksi adalah layanan

Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo:

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom

yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;

Bupati adalah Bupati Kuion Progo:

jasa konsultansi perencanaan, layanan

Jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi

pengawasan pekerjaan konstruksi:



L

5

10

Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah suatu kegiatan ekonoms yang
didirikan oleh orang perscorangan atau badan hukum yang melakukar
Keglatan usaha dengan modal keseluruhan milik orang Ferseorangan atau
modal yang terbagi dalam saham-saham anggota badan hukum yang
melakukan pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan:

Izin Usaha Jasa Konstruks; yang selanjutnya “disingkat [UJK adalal;
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diperlukan bagi perusahaan jasa
konstruksi untuk melakukan usaha d; bidang jasa Fkionslrul{a;i yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah:

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atay scbagian dari rangkatan
Kegiatan perencanaan dan/atau pengawasan serta pelaksanaan yany
meliputi pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrikal dan tata
lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudlkan

Suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya:

- Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau

Badan Usaha Jass Konstruksi yang dinyatakan anli dan profesional dj
bidang perencanaan jasa kﬂnstmksi yang mampu mewujudkan pekeriaan
dalam bentuk dokumen PEIEncanaan banguaan atau bentuk fisik lari;
Pelaksana Konstruks; adalah penyedia Jasa orang perseorangan atauy
Badan Usaha Jasa Konstruksi yang cinyatakan ahl; yang profesional di
bidang pelaksanaan Jasa konstruks; yang mampu menyelengearakan
Kegiatannya untyuk mewujudkan suaty hasil perencanaan menjadi bentyk
bangunan atau bentuk fisik lainnya;

Pengawas Konstruksi adalah penyedia jésa orang perseorangan atay
Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dinyatukan ahli yang profesional di
bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanaka,
pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi

sampai selesai dan diserahterimakar;:

- Retribusi Daerah yang seianjutnya disebut Retribusi adalan pungutan

Dacrah  sebagaj pembayaran  atas pengambilan  formulir  Syrat
Permohonan 1UJK. pemberian [UJK, 1UJK Perubahan dan Legalisasi
fotokopy TUJK yang Kkhusus disediakan dan/atay diberikan oleh

Pemerintah Dacrah untuk kepentingan Badan Usaha Jasa Konstruksi:



12. Perizinan Tertenty adalah kegiatan terteny Pemerintah Daerah dalam
; rangka pemberian  izin kepada  orang pribadi  atau badan yang
. dimaksudkan untuk pembinaan, pehgaturan,  pengendalian  dan
Pehgawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindung;
. kepentingan umum dan menjaga kelestarian tungsi lingkungan:

o 13, Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut

peraturan
perundang-undangan Retribysi diwajibikan untuk melakukan pembavaran
Retribusi, termasyk Pemungut atau pemotong Retribysi tertentu:
14, Surat Ketetapan Retribys: Dearah yang selanjutnya disingkat SKRRD
adalah surat ketetapan Retribus; yang menentukan besarnya pokolk
Retribust:
o
15, Surat Ketetapan Retribys; Daeraly Kurang Bayar yang sclanjutnya
disingkat SKRDKR adalah surat Keputusan yang menetapkan besarnya
" Retribusi Daerah yang terutang:
16. Surat Ketetapan Retribus; Daerah Leb;h Bayar yang sclanjuinya
disingkat SKRDIRB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlal

e

Kelebihan pembayaran Retiibysi yang tnrbul karena Surat [Leputusan

[

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan

E; BAB J]

NAMA, GOLONGAN, OBYEK DAN SUI3 YEK RETRIBUS]

;_: Pasal 2

Setiap pelayanan vang diberikan kepada Badan Usgha Jasa Konstruksi

dipungut Retribys; sebagali pembayaran atas pengambilan Formulir Surat

Permohonan [UIK, Pemberian [UJIK, TUJK Perubahan dun Legalisasi

fotokopi [UJK dengan nama Ratribysi lzin Usaha Jasa Konstruksi.
Pasal 3

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi termasuk golongan Retribus: Perizinan 8

lertenty




E Pasal 4

Obyek Retribusi meliputi pemberian
a. Formulir Surat Permohonan IUJK;
5‘% b. IUJK;

c. IUJK Perubahan: dan

d. Legalisasi fotokopi [UJK.

Pasal 5

(1) Jenis TUJIK terdir dari -

a. [UJK Perencana Konstruksi:

b. IUJK Pelaksana Konstruksi: dan

c. [UJK Pengawas Konstruks:

(2) Jenis IUJK tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dengan
penggolongan sebagai berikut :

____
F sl e

a. Badan Usaha Jasa Konstruksi Kecil:

0. Badan Usaha Jasa Konstruksi Menengah' dan

¢. Badan Usaha Jasa Konstruksi Besar.

Pasal 6

Subyek Retribusi adalah Badan Usaha jasa Konstruksi yang memperoleh
pelayanan atas Obyek Retribusi dimaksud Pasa! 4 Peraturan Daerah in: serta

i dengan jenis dan penggolongan dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini
BAB I11

3
WILAYAH PEMUNGUTAN

.....

—
- il "

Pasal 7

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah di wilayah Daerah.
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BAB 1V
CARA MENGUKUR BESAR RETRIBUS]

Pasal &

....

Besar Retribusi  diukur berdasarkan pelayanan atas Obyek Retribusi
dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini serta den gan jenis dan pen geolongan

dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini

BABV

RETRIBUSI - s

el

Bagian Pertama

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur

dan Besarnya Tarip Retribusi

Pasal 9

T A R

for il

. ARy
P N
..'-h. _'|'|"'| Tt

]

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan  struktur dan besarnya tarip

. ¥ ; : 3 : |: ; R II ] .. ¥
Retribusi  didasarkan pada tujuan untuk menutup . sebagian  biaya
penyelenggaraan pemberian pelayanan [UJK. . i

(2) Biaya dimaksud ayat (1) Pasal ini m.elipuﬁ :
a. biaya cetak:

b. biaya administrasi;

c. biaya pemeriksaan/survey lapangan;

d. biaya dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
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Bagian Kedua
Tarip Retribusi
Pasal 10

(1) Besar Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut ;

e T

NO. JENIS RETRIBUS] PENGGOLONGAN (Rp)

' KECIL | MENENGAR BESAR
| " T s . 4 | T3

to

IUJK Perencana Konstruks; 150.000 500.000 | 2.000.000
[UJK Pelaksana Konstruks; [50.000 500.000 | 2.000.000
IUJK Pengawas Konstruksi [50.000 200.000 | 2.000.000
IUJK Perubahan 75.000 250.000 | 1.000.000

Legalisasi totokopi IUJK 500 500 500

1. | Formulir SII‘EH Permohonan [UJK 25.066 25.000 | 25.000

|

)

|

(2) Terhadap tarip Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dinaikkan
atau diturunkan, paling tinggi berdasarkan tingkat inflasi atau deflasi
rupiah yang diterbitkan oleh [nstansi yang berwenang.

(3) Kenaikan atau penurunan Retribusi ditetapkan oleh Bupati paling cepat

sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTA NG

Pasal 11
Masa Retribusi adalah jangka waktu berlakunya [UJK.
Pasal 12

Saat Retribusi terutang adaiah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan.
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BAB VII
TATA CARA P ENETAPAN RETRIBUS]
Pasal 13

(1) Setiap pemohon Formulir Surat Permohonan 'H.LH{_._ MK, TUik
Perubahan dan  Legalisasi fotokopi  TUJK mengisi SPAORD yang
disediakan.

(2) Setelah SPAORD dijsi dengan lengkap dan benar serta memenuhi syarat,
kepada pemohon diberi Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerak
(NPWRD).

(5) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampatlan SPJORD

dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 14

(1) SPAORD digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi
(2) Berdasarkan SPdORD dimaksud ayat (1) Pasal ini. ditetapkan Retribus;
terutang  dengan mencrbitkan SKRD atau  dokumer lain vyane

dipersamakan.

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kesalahan menghitung

besarnya Retribusi yang menyebabkan jumlah Retribusi yang terutang,

maka dikeluarkan SKRDKRB
(4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKERD atau dokumen lain vang

dipersamakan dimaksud ayat (2) Pasal ini dan SKRDKRB dimaksud ayat
(3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 15

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan dan SKRDKR
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(2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat
pelayanan atas obyek Retribusi dimaksud Pasal 4 Peraturan Daeral ini

diterima.

BAB [X
TATA CARA FENAGIHAN

Pasal 16

(1) Terhadap pelayanan atas obyak Rembus,] dimaksud 13'.;15.31 4 Puaturan

hatif 2

Daerah ini yang pada saat dlthtukan tldak dibayar oluh bllhyf,,k Rm 1buqy;ﬂ_;

dilakukan penagihan Retribusi
(2) Penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hart sejak jatuh 't._-e_mpo
pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat lain
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan oleh Pejabat
yang ditunjuk.
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tangpal surat teguran/
peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunas;

Retribusinya yang terutang,
BAB X
KEBL—:%RATAN
Pasal 17

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKRB atau SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas. |

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktlkan ketidakbenaran

ketetapan Retribusi tersebut.

A |'__' T
bE T
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(4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambut 2 (dug) b_ul:fm

sejak tanggal SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan dan

SKRDKB atau SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi

tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi

karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan vang tidak memenuhji persyaratan dimaksud ayat (2), (3) dan

(4) Pasal ini, dianggap sebagai bukan surat keberatan dan tidak

dipertimbangkan,

(0) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan

pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal

-

()

(3)

(2)

surat keberatan diterima harus member; keputusan utas keberatan yang

diajukan,

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya

atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Rctribusi yang

terutang.
Apabila jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal 1ni telah lewat dan Bupati

tidak memberikan suatu keputusan, kebeiatan yang diajukan dianggap
dikabulkan.

BAR XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

Atas kelebthan pembayaran Retribusi, Wajib  Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran

Retribusi kepada Bupati.
Bupati dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian atas kelebihar: pembayaran

Retribusi harus memberikan keputusan.
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(3) Apabila jangka waktu fersebut ayat (2) Fasal in1 telah lewat dan Bupat
. tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian atas
kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLE
i harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat | (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribus; mempunyal utang Retribusi l:-u'uhya; k::;;‘.gibi’mm
pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk mel u:fziz_-:i;_ Iila:_rllaﬂ_}ifti

dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribust dilukukan dalam
Jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbiiliannya
SKRDLB.

- (0) Apabila pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan
setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan
bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan

pembayaran kelebihan Retribusi.

(1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi
diajukan sccara tertulis kepada Bupati dengan paling kurang
menyebutkan :

a. NPWRD:

dan e

b. Nama dan alamat Wajib Retribusi;

¢. Masa Reftribusi:

d. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
¢. Alasan yang singkat dan ielas.

(2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos lercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Kepala Instansi atau bukti pengiriman pos

. tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Ty

(1) Pengembalian atas kelebihan pemoayaran Retribusi dilakukan dengan

o Pt [k
Y ey
e P

menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
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BAB X[V

E PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Pejabat Pepawai Neger Siptl tertentu di ingkungan Pemerintah Daeral

dibert wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikon ;

1 . 3 l.
# rl..'.
i

tindak pidana dj bidang Retribus;. sebagaimana dimaksud  dalam ..

Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenangp ’enyidik sebagaimana dimaksu ayat (1) Pasal ini adalaly
4. menerima, mencari. mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau

laporan berkenaan derigan tindak pidana di bidang Retribusi agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebth lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenar orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi:

C. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi:

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak ptdana di bidang Retribust:

._g- ¢. melakukan  penggeledahan  untuk mendapatkan  bahan  bukti
pembukuan, pencatatan  dan dokumen-dokumen lain,  serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukii tersebut;

. meminta bantuan tenaga ahh dalam rangka pelaksanaan tugas
% penvidikan tindak pidana di bidang Relribuéi;

g. menyuruh berhenti dan/atay melarang seseorang meningealkan
s tlangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlanusung dan

memeriksa  1dentitas  orang  dan/atay dokumen vyang dibawa

.......

sebagaimana dimaksud pada hurufe;

h. memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi:

1. memanggil orang untuk didengar Keterangannya dan diperiksa
sebagal tersangka atau saksi:

J.  menghentikan penyidikan; dan




= m——

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
3 tindak pidana d; bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung
: J1awab. |

=. (3) Penyidik scbagaimana dimaksud ay.a't (1) Pasal ini memberitahukan
T dimulainya penyidikan dan meyanipatkan hagsil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melaluy; Penyidik fnejabat Polist Negura Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuar; yang atatur dalam Undang-undang

Hukum Acara Pidana vang berlaku.

.....

BAR XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

[k
st

i

Peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Kulon Progo. |
Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 DESfﬂbe{ 2002
BUPATI KULON PROQ:O L

H. TOYO SANTOSO DIPO =2h—
=

Diundangkan di Wates

; pada tanggal 2002
SEKRETARIS DAERAH )

KABUPATEN KULON PROGO,

Ds SUTITO
NIP. 010069372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KU LON PROGO
TAHUN ....... NOMOCR ........ SERI

-----
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:gg ATAS

ﬁé PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
'@ NOMOR : 16 TAHUN 2002

L TENTANG

RETRIBUSI 1ZIN USAHA JASA KONSTRUKS]

a1 UMUM
Salah satu bentuk upaya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban

terhadap Usaha Jasa Konstruksi agar terjaminnya perhindungan dan keselamatan wmum,

| menghasilkan konstruksi yang memenuhi kualitas serta mendukung terwujudnya iklim
berusaha yang sehat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor

4 .......Tahun .. ... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penpendalian dan penert

yan
1 terhadap usaha jasa konstruksi yang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya,

maka untuk penyelenggaraan Izin Usaha ] asa Konstruksi dikenakan Retribusi.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan

4 Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi lzin Usaha Jasa Konstruksi

. PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
| Pasal3
[ Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas




A e

4 Pasal 8
;__Qj;.:é; Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
1 Pasal 10
= Cukup jelas
id Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
4 Pasal 13
. Cukup jelas
14

;ﬁz Pasa
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
'@ Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

s Cukup jelas
Pasal 20
i Cukup jelas
Pasal 2]
, Cukup jelas
A pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 16 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IJIN USAHA JASA KONSTRUKS]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO.

AMemimbang : a  bahwa salah satu bentuk upaya pembinaan, pengawasan. pengendalian

dan penertiban terhadap usaha Jasa konstruksi, telah ditetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor ... lahun 2002
tentang lzin Usaha Jasa Konstruksi:

bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan.
pengendalian dan penertiban terhadap usaha jasa konstruks: vang
didasarkan  pada  tujuan  untuk menutup  sebagian  biaya.
penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi dikenakar Retribusi:

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimaksud huruf a dan

b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang

Retribust [zin Usaha Jasa Konstruksr.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimews Jogjakarta vany
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia
untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Proeo dan
Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu

Kabupaten dengan nama Kulon Progo (LLembaran Negara Tahun 195
Nomor 101):
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. T
Negara Nomor 3209);

‘ambahan Lembaran

-

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dap

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 ik

, Llambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubal

1 dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 (

Lembaran Neoara Tahun 2000, Nomor
246, Tambahan [Lembaran Negara Momor 4048)

4. l_h]dang—undang Nomor 18 Tahun 1999 entang  Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Tahun 199 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3833)

>. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daergh

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan L.embaran

Negara Nomor 3839):
6. Peraturan Pemerintal Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mula

Berlakunya Undang-—undang 1950 Nomor 12. 13, 14 dan 15 dari HaJ

Pembentukan Daeral; Daerah Kabupaten d; Diawa Timur/T engah/Barai

dan Daerah Istimewa logjakarta:
/. Peraturan Pemerintah Nomor 27 lahun 1983 lentang  Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun [983 Nomor 36, 7

‘ambahan Lembaran
Negara Nomor 2258

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenan gan
Pemerintah dan Kewenangan

Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952

?.  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah:
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118,

Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138);

10.  Keputusan Presiden Nomor Nomor 44 Tahun 1999 tentane Teknil

crundang-undangan dan Bentuk R
Undang-undangj Rancangan

Penyusunan Peraturan P ancangan

Peraturan Pemerintah dan Keputusan

Presiden;
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16.

18.

19,

J

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3931

Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor S-42/A/2000° dan S-22§?/D.2;f05,fZOOO
tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bersama Menter;
Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
NEP-54/A/2002 dan Nomor KEP.247/M PPN/04/2002:

Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Neger1 Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Penerimaan Pendapatan [Lain-lain:

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21
Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Prodyk-
produk Hukum Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22
Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23
lahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
569/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa
Konstruksi Nasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor |
Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo
(Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri D):
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Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2002

tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 =~ 2005

(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor ] Seri E)

o

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2002

et

tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 — 2005 (
Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E)

Lembaran

Peraturan Dacrah Kabupaten Kulon Progo Nomor.3 Tahun 2002

tentang Rencana Stratejik Daerah Tahun 2001 - 2005 (Lembaran
Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Serl By
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor ... Tahun 2002

tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun

Nomor ... Seri ).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSL

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah inj vang dimaksud dengan

[
2,

o
2 13

4. Jasa Konstruksi adalah layanan

Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo:

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom

yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;

Bupati adalah Bupati Kuion Progo:

jasa konsultansi perencanaan, layanan

Jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi

pengawasan pekerjaan konstruksi:



L

5

10

Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah suatu kegiatan ekonoms yang
didirikan oleh orang perscorangan atau badan hukum yang melakukar
Keglatan usaha dengan modal keseluruhan milik orang Ferseorangan atau
modal yang terbagi dalam saham-saham anggota badan hukum yang
melakukan pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan:

Izin Usaha Jasa Konstruks; yang selanjutnya “disingkat [UJK adalal;
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diperlukan bagi perusahaan jasa
konstruksi untuk melakukan usaha d; bidang jasa Fkionslrul{a;i yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah:

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atay scbagian dari rangkatan
Kegiatan perencanaan dan/atau pengawasan serta pelaksanaan yany
meliputi pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrikal dan tata
lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudlkan

Suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya:

- Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau

Badan Usaha Jass Konstruksi yang dinyatakan anli dan profesional dj
bidang perencanaan jasa kﬂnstmksi yang mampu mewujudkan pekeriaan
dalam bentuk dokumen PEIEncanaan banguaan atau bentuk fisik lari;
Pelaksana Konstruks; adalah penyedia Jasa orang perseorangan atauy
Badan Usaha Jasa Konstruksi yang cinyatakan ahl; yang profesional di
bidang pelaksanaan Jasa konstruks; yang mampu menyelengearakan
Kegiatannya untyuk mewujudkan suaty hasil perencanaan menjadi bentyk
bangunan atau bentuk fisik lainnya;

Pengawas Konstruksi adalah penyedia jésa orang perseorangan atay
Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dinyatukan ahli yang profesional di
bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanaka,
pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi

sampai selesai dan diserahterimakar;:

- Retribusi Daerah yang seianjutnya disebut Retribusi adalan pungutan

Dacrah  sebagaj pembayaran  atas pengambilan  formulir  Syrat
Permohonan 1UJK. pemberian [UJK, 1UJK Perubahan dan Legalisasi
fotokopy TUJK yang Kkhusus disediakan dan/atay diberikan oleh

Pemerintah Dacrah untuk kepentingan Badan Usaha Jasa Konstruksi:



12. Perizinan Tertenty adalah kegiatan terteny Pemerintah Daerah dalam
; rangka pemberian  izin kepada  orang pribadi  atau badan yang
. dimaksudkan untuk pembinaan, pehgaturan,  pengendalian  dan
Pehgawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindung;
. kepentingan umum dan menjaga kelestarian tungsi lingkungan:

o 13, Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut

peraturan
perundang-undangan Retribysi diwajibikan untuk melakukan pembavaran
Retribusi, termasyk Pemungut atau pemotong Retribysi tertentu:
14, Surat Ketetapan Retribys: Dearah yang selanjutnya disingkat SKRRD
adalah surat ketetapan Retribus; yang menentukan besarnya pokolk
Retribust:
o
15, Surat Ketetapan Retribys; Daeraly Kurang Bayar yang sclanjutnya
disingkat SKRDKR adalah surat Keputusan yang menetapkan besarnya
" Retribusi Daerah yang terutang:
16. Surat Ketetapan Retribus; Daerah Leb;h Bayar yang sclanjuinya
disingkat SKRDIRB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlal

e

Kelebihan pembayaran Retiibysi yang tnrbul karena Surat [Leputusan

[

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan

E; BAB J]

NAMA, GOLONGAN, OBYEK DAN SUI3 YEK RETRIBUS]

;_: Pasal 2

Setiap pelayanan vang diberikan kepada Badan Usgha Jasa Konstruksi

dipungut Retribys; sebagali pembayaran atas pengambilan Formulir Surat

Permohonan [UIK, Pemberian [UJIK, TUJK Perubahan dun Legalisasi

fotokopi [UJK dengan nama Ratribysi lzin Usaha Jasa Konstruksi.
Pasal 3

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi termasuk golongan Retribus: Perizinan 8

lertenty




E Pasal 4

Obyek Retribusi meliputi pemberian
a. Formulir Surat Permohonan IUJK;
5‘% b. IUJK;

c. IUJK Perubahan: dan

d. Legalisasi fotokopi [UJK.

Pasal 5

(1) Jenis TUJIK terdir dari -

a. [UJK Perencana Konstruksi:

b. IUJK Pelaksana Konstruksi: dan

c. [UJK Pengawas Konstruks:

(2) Jenis IUJK tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dengan
penggolongan sebagai berikut :

____
F sl e

a. Badan Usaha Jasa Konstruksi Kecil:

0. Badan Usaha Jasa Konstruksi Menengah' dan

¢. Badan Usaha Jasa Konstruksi Besar.

Pasal 6

Subyek Retribusi adalah Badan Usaha jasa Konstruksi yang memperoleh
pelayanan atas Obyek Retribusi dimaksud Pasa! 4 Peraturan Daerah in: serta

i dengan jenis dan penggolongan dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini
BAB I11

3
WILAYAH PEMUNGUTAN

.....

—
- il "

Pasal 7

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah di wilayah Daerah.
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BAB 1V
CARA MENGUKUR BESAR RETRIBUS]

Pasal &

....

Besar Retribusi  diukur berdasarkan pelayanan atas Obyek Retribusi
dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini serta den gan jenis dan pen geolongan

dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini

BABV

RETRIBUSI - s

el

Bagian Pertama

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur

dan Besarnya Tarip Retribusi

Pasal 9

T A R

for il

. ARy
P N
..'-h. _'|'|"'| Tt

]

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan  struktur dan besarnya tarip

. ¥ ; : 3 : |: ; R II ] .. ¥
Retribusi  didasarkan pada tujuan untuk menutup . sebagian  biaya
penyelenggaraan pemberian pelayanan [UJK. . i

(2) Biaya dimaksud ayat (1) Pasal ini m.elipuﬁ :
a. biaya cetak:

b. biaya administrasi;

c. biaya pemeriksaan/survey lapangan;

d. biaya dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
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Bagian Kedua
Tarip Retribusi
Pasal 10

(1) Besar Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut ;

e T

NO. JENIS RETRIBUS] PENGGOLONGAN (Rp)

' KECIL | MENENGAR BESAR
| " T s . 4 | T3

to

IUJK Perencana Konstruks; 150.000 500.000 | 2.000.000
[UJK Pelaksana Konstruks; [50.000 500.000 | 2.000.000
IUJK Pengawas Konstruksi [50.000 200.000 | 2.000.000
IUJK Perubahan 75.000 250.000 | 1.000.000

Legalisasi totokopi IUJK 500 500 500

1. | Formulir SII‘EH Permohonan [UJK 25.066 25.000 | 25.000

|

)

|

(2) Terhadap tarip Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dinaikkan
atau diturunkan, paling tinggi berdasarkan tingkat inflasi atau deflasi
rupiah yang diterbitkan oleh [nstansi yang berwenang.

(3) Kenaikan atau penurunan Retribusi ditetapkan oleh Bupati paling cepat

sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTA NG

Pasal 11
Masa Retribusi adalah jangka waktu berlakunya [UJK.
Pasal 12

Saat Retribusi terutang adaiah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan.
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BAB VII
TATA CARA P ENETAPAN RETRIBUS]
Pasal 13

(1) Setiap pemohon Formulir Surat Permohonan 'H.LH{_._ MK, TUik
Perubahan dan  Legalisasi fotokopi  TUJK mengisi SPAORD yang
disediakan.

(2) Setelah SPAORD dijsi dengan lengkap dan benar serta memenuhi syarat,
kepada pemohon diberi Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerak
(NPWRD).

(5) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampatlan SPJORD

dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 14

(1) SPAORD digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi
(2) Berdasarkan SPdORD dimaksud ayat (1) Pasal ini. ditetapkan Retribus;
terutang  dengan mencrbitkan SKRD atau  dokumer lain vyane

dipersamakan.

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kesalahan menghitung

besarnya Retribusi yang menyebabkan jumlah Retribusi yang terutang,

maka dikeluarkan SKRDKRB
(4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKERD atau dokumen lain vang

dipersamakan dimaksud ayat (2) Pasal ini dan SKRDKRB dimaksud ayat
(3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 15

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan dan SKRDKR
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(2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat
pelayanan atas obyek Retribusi dimaksud Pasal 4 Peraturan Daeral ini

diterima.

BAB [X
TATA CARA FENAGIHAN

Pasal 16

(1) Terhadap pelayanan atas obyak Rembus,] dimaksud 13'.;15.31 4 Puaturan

hatif 2

Daerah ini yang pada saat dlthtukan tldak dibayar oluh bllhyf,,k Rm 1buqy;ﬂ_;

dilakukan penagihan Retribusi
(2) Penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hart sejak jatuh 't._-e_mpo
pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat lain
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan oleh Pejabat
yang ditunjuk.
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tangpal surat teguran/
peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunas;

Retribusinya yang terutang,
BAB X
KEBL—:%RATAN
Pasal 17

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKRB atau SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas. |

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktlkan ketidakbenaran

ketetapan Retribusi tersebut.

A |'__' T
bE T
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(4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambut 2 (dug) b_ul:fm

sejak tanggal SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan dan

SKRDKB atau SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi

tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi

karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan vang tidak memenuhji persyaratan dimaksud ayat (2), (3) dan

(4) Pasal ini, dianggap sebagai bukan surat keberatan dan tidak

dipertimbangkan,

(0) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan

pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal

-

()

(3)

(2)

surat keberatan diterima harus member; keputusan utas keberatan yang

diajukan,

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya

atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Rctribusi yang

terutang.
Apabila jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal 1ni telah lewat dan Bupati

tidak memberikan suatu keputusan, kebeiatan yang diajukan dianggap
dikabulkan.

BAR XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

Atas kelebthan pembayaran Retribusi, Wajib  Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran

Retribusi kepada Bupati.
Bupati dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian atas kelebihar: pembayaran

Retribusi harus memberikan keputusan.
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(3) Apabila jangka waktu fersebut ayat (2) Fasal in1 telah lewat dan Bupat
. tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian atas
kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLE
i harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat | (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribus; mempunyal utang Retribusi l:-u'uhya; k::;;‘.gibi’mm
pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk mel u:fziz_-:i;_ Iila:_rllaﬂ_}ifti

dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribust dilukukan dalam
Jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbiiliannya
SKRDLB.

- (0) Apabila pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan
setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan
bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan

pembayaran kelebihan Retribusi.

(1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi
diajukan sccara tertulis kepada Bupati dengan paling kurang
menyebutkan :

a. NPWRD:

dan e

b. Nama dan alamat Wajib Retribusi;

¢. Masa Reftribusi:

d. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
¢. Alasan yang singkat dan ielas.

(2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos lercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Kepala Instansi atau bukti pengiriman pos

. tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Ty

(1) Pengembalian atas kelebihan pemoayaran Retribusi dilakukan dengan

o Pt [k
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menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
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BAB X[V

E PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Pejabat Pepawai Neger Siptl tertentu di ingkungan Pemerintah Daeral

dibert wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikon ;

1 . 3 l.
# rl..'.
i

tindak pidana dj bidang Retribus;. sebagaimana dimaksud  dalam ..

Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenangp ’enyidik sebagaimana dimaksu ayat (1) Pasal ini adalaly
4. menerima, mencari. mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau

laporan berkenaan derigan tindak pidana di bidang Retribusi agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebth lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenar orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi:

C. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi:

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak ptdana di bidang Retribust:

._g- ¢. melakukan  penggeledahan  untuk mendapatkan  bahan  bukti
pembukuan, pencatatan  dan dokumen-dokumen lain,  serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukii tersebut;

. meminta bantuan tenaga ahh dalam rangka pelaksanaan tugas
% penvidikan tindak pidana di bidang Relribuéi;

g. menyuruh berhenti dan/atay melarang seseorang meningealkan
s tlangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlanusung dan

memeriksa  1dentitas  orang  dan/atay dokumen vyang dibawa

.......

sebagaimana dimaksud pada hurufe;

h. memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi:

1. memanggil orang untuk didengar Keterangannya dan diperiksa
sebagal tersangka atau saksi:

J.  menghentikan penyidikan; dan




= m——

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
3 tindak pidana d; bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung
: J1awab. |

=. (3) Penyidik scbagaimana dimaksud ay.a't (1) Pasal ini memberitahukan
T dimulainya penyidikan dan meyanipatkan hagsil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melaluy; Penyidik fnejabat Polist Negura Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuar; yang atatur dalam Undang-undang

Hukum Acara Pidana vang berlaku.

.....

BAR XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

[k
st

i

Peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Kulon Progo. |
Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 DESfﬂbe{ 2002
BUPATI KULON PROQ:O L

H. TOYO SANTOSO DIPO =2h—
=

Diundangkan di Wates

; pada tanggal 2002
SEKRETARIS DAERAH )

KABUPATEN KULON PROGO,

Ds SUTITO
NIP. 010069372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KU LON PROGO
TAHUN ....... NOMOCR ........ SERI

-----
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i PENJELASAN

:gg ATAS

ﬁé PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
'@ NOMOR : 16 TAHUN 2002

L TENTANG

RETRIBUSI 1ZIN USAHA JASA KONSTRUKS]

a1 UMUM
Salah satu bentuk upaya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban

terhadap Usaha Jasa Konstruksi agar terjaminnya perhindungan dan keselamatan wmum,

| menghasilkan konstruksi yang memenuhi kualitas serta mendukung terwujudnya iklim
berusaha yang sehat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor

4 .......Tahun .. ... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penpendalian dan penert

yan
1 terhadap usaha jasa konstruksi yang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya,

maka untuk penyelenggaraan Izin Usaha ] asa Konstruksi dikenakan Retribusi.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan

4 Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi lzin Usaha Jasa Konstruksi

. PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
| Pasal3
[ Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas




A e

4 Pasal 8
;__Qj;.:é; Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
1 Pasal 10
= Cukup jelas
id Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
4 Pasal 13
. Cukup jelas
14

;ﬁz Pasa
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
'@ Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

s Cukup jelas
Pasal 20
i Cukup jelas
Pasal 2]
, Cukup jelas
A pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
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